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<b>ABSTRAK</b><br>

Tulisan ini menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia
dan di negaralain mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi. Di
Indonesia, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan masih kerap gagal
dalam membedakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan pengurus korporasi. Dalam
praktiknya, pengurus korporasi dapat dipidana atas tindakan korporasi tanpa dibuktikan adanya kesalahan
dan bahkan tanpa dijadikan terdakwa terlebih dahulu. Padahal, terdapat teori yang berbeda untuk
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan pengurus korporasi. Mengacu kepada
peraturan perundang-undangan dan putusan Australia dan Inggris serta teori-teori pertanggungjawaban
pidana, tulisan ini mengkritik peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Indonesia terutama
dalam lingkup pencemaran dan perusakan lingkungan. Seharusnya pengurus korporasi hanya dapat dipidana
apabilaterlibat dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dan bukan semata-mata
karena jabatannya sebagai direktur dalam korporasi. Tulisan ini menyarankan diperjelasnya ketentuan
pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi terutamaterkait dengan lingkungan hidup.
<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis analyses how environmental regulations in Indonesia and other States respectively regulate
corporate criminal liability and director 39 s criminal liability. Indonesian regulations and courts often fail to
distinguish between corporate criminal liability and director 39 scriminal liability. In practice, director 39 s
may be held guilty without being at fault or even without being made a defendant for a corporate crime.
Based on Australian and English regulations and courts decisions as well as theories on criminal liability,
this writing criticizes Indonesian regulation and court decisions especially with regards to environmental
pollution. A director should only be convicted if the director isinvolved in the environmental pollution done
by the corporation, and not merely because of his or her position as the director of the corporation. This
writing provides arecommendation in light of the uncertainty surrounding corporate criminal liability and
director 39 s criminal liability especialy in the context of environmental law in the hope to provide clarity
on the matter.
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